Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

&

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di XXX XX, XXXX XXXXX
XXXXXXK,  XXXKRXXXX  XXXKKXXX,  XXXXXKKXX  XXXXX  XXKXX,
XXXXXXXX XXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di xxx Xx,
XXXX XXXXX XXKKXX,  XXXKKXXXK XXXXXXKK, XXXXXKKXXX XXKXX
XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, sebagai Pemohon lII;
Pemohon | dan Pemohon Il menggunakan domisili
elektronik pada alamat email: davidjanuartal3@gmail.com,

yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 10
Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register
nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 12 Desember 2024, di muka
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persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 15 Januari 2019 secara agama Islam dihadapan
penghulu/lmam yang bernama xxxxxxxxxx yang dilaksanakan di rumah
orang tua Pemohon Il tersebut yang beralamat di RT. 09, XXXX XXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Muaro XXXXX, XXXXXXXX XXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya
adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama Sugianto
dan ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin)
berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan
seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan saksi nikah 1. Wakijan dan
2. Saiun, selanjutnya setelah akad nikah Pemohon | mengucapkan sighat
ta’lik talak;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka
sedangkan Pemohon Il berstatus perawan;
4, Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon II hidup rukun
sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai,
tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan
serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan
tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama: ANAK, Umur 3 tahun;
7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai Buku Kutipan
Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut disebabkan oleh karena pada
saat Pemohon | dan Pemohon Il ingin melangsungkan pernikahan, akan
tetapi terkendala dikarenakan Pemohon | dan Pemohon Il belum cukup
umur dan kemudian setelah itu pada akhirnya Pemohon | dan Pemohon II

memutuskan untuk menikah secara siri dan hingga sampai saat sekarang
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ini Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta
Nikah karenanya Pemohon | dan Pemohon II membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna dijadikan sebagai
alasan hukum perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna
dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon | dan Pemohon Il agar
bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon | dan
Pemohon Il sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari
Permohonan yang diajukan Pemohon | dan Pemohon Il pada Pengadilan
Agama Sengeti;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon II
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Hakim Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
2. Menetapkan sah pernikahan antara PEMOHON | (Pemohon |)
dengan PEMOHON II (Pemohon Il) yang dilaksanakan pada tanggal 15
Januari 2019 di rumah orang tua Pemohon Il tersebut yang beralamat di
RT. 09, XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Muaro XXxxX,
XXXXXXXX XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah
mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah
tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat
belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa
tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon | dan Pemohon
Il telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | dengan NIK
XXXXXXXXXX, tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan
Sipil XXXXXXXXX XXXXX XXXXX surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il dengan NIK
XXXXXXXXXX, tanggal 7 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXX XXXXX surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan
saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:
1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal
RT. 09 XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga
Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikabh;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada tanggal 15 Januari
tahun 2019;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah dirumah orang tua

Pemohon Il di RT. 09 XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
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- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il pada pernikahan tersebut
adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama XXXXXXXXXX;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama XxXxxxXxxxxx;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il pada waktu
itu berupa uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan
seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah
saksi sendiri dan XXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon II
berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
Buku Nikah;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal

di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon
Il;

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikabh;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada tanggal 15 Januari
tahun 2019;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah dirumah orang tua

Pemohon Il di RT. 09 XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
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- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il pada pernikahan tersebut
adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama XXXXXXXXXX;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama XxXxxxXxxxxx;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il pada waktu
itu berupa uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan
seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah
saksi sendiri dan XXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon II
berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
Buku Nikah;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-
bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk
segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita

acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana
yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14
hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il
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Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang
merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim
berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il pada intinya adalah Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan telah
melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat
pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi
sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah salinan dari
surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta autentik,
isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan
kependudukan Para Pemohon. Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.1
dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868
KUH Perdata dan syarat materil, dimana Para Pemohon beraga Islam,
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka Hakim
berpendapat Para Pemohon patut dinyatakan mempunyai legal standing untuk
mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) dan perkara a quo
merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama, berdasarkan
ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur
menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka
oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon Il harus dapat membuktikan dalil-dalil
permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya selain
bukti tertulis Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang
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berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang
yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai
saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya,
oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon
tersebut, Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta
saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya
yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan
Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah secara Islam
pada tanggal 15 Januari 2019 di XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon I bernama xxxxxxxxxx dan saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang
sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat
dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon | sewaktu menikah adalah jejaka dan
Pemohon Il adalah gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang
beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun,
sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah,
calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap
orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama
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orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan
perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan
wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim,
dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan kabul
dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam Pasal 19
sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti
semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu
Hakim menilai perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e)
dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 s.d. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para
Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari
2019 di XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Xxxxx,
XXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5
Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Hakim secara ex
officio memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon | dan Pemohon Il
bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan
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Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya
perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (PEMOHON 1)

dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15

Januari 2019 di XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Muaro

XXXXX;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan

pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX;

4, Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H.
sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu
Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon

secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Sholihin, S.Ag., M.H.
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Panitera Pengganti,

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Rincian Biaya Perkara:
Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Panggilan

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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